Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwaagar
perencanaandanpelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah KabupatenBrebesTahunAnggaran
2021dapatberjalanlebihefisiendanefektifsesuaiketentuanPeratur
anPerundang-undangan,
perluadanyaStandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBrebesT
ahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun

2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019
tentangPengelolaanKeuangan Daerah  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. PeraturanPresidenNomor 16 Tahun 2018
tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. PeraturanPresidenNomor 33 Tahun 2020
tentangStandarHargaSatuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun
2011
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNom
or 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor547);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2017Nomor533);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

StandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBrebesTahun

2021sebagaimanadimaksuddalamPasallPeraturanBupatiinimerupakanhargatertingg
idansudahtermasukPajakPertambahanNilai (PPN) sebesar 10% (sepuluhpersen),
sebagaiacuanhargatertinggidalampenyusunanPerencanaanTahunAnggaran 2020,

yang pelaksanaannyadisesuaikandengankemampuankeuangandaerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan barang berpedoman pada harga satuan
yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui
harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi
secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas

sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Patokanhargasatuanuntukkendaraanbermotoroperasional dinas dan
sukucadangkendaraanbermotor, ditetapkanmendasarkan pada harga yang
dikeluarkanolehagentunggalpemegangmerek.

(2) Patokanhargasatuanuntukbuku-bukuperpustakaanditetapkanmendasarkan
pada harga yang dikeluarkanolehpenerbit.

(3) Patokanhargasatuanobat-obatangenerikberpedoman pada harga yang

ditetapkanolehMenteriKesehatan.

Pasal 5

Dalamhalanggaranberjalanterdapatkenaikanharga yang
melebihihargatertinggisebagaimanadimaksuddalamPasal 2 sebagaiakibatfluktuasi
mata uangrupiah dan atauinflasi yang berdampak nacional,

akanditetapkanperubahantersebutdalamsuplemendenganPeraturanBupati.

Pasal 6

Pengadaanbarang dan jasa dalamkegiatanPerangkatDaerah yang
standarharganyabelumdiaturdalamPeraturanBupatiini,

pelaksanaannyaharusmendapatijinBupatiataumendasarkanPeraturanPerundang-



undangan yang lebihtinggiatauHargaPerkiraanSendiri (HPS) yang

disusunolehPejabatPembuatKomitmen.

Pasal 7

PeraturanBupatiinidapatdiubahpalingbanyak 2 (dua) kalidalam 1 (satu)
tahunakibatadanyaperubahanekonomi yang signifikan dan

adanyakebijakanbaruBupati.

Pasal 8

Semua besaran honorarium Tim yang
tercantumdalamPeraturanBupatiinitidakdapatdiubahbesarannyakecualiadadasarhu

kum yang mengikat dan mendapatpersetujuanBupati.

Pasal 9

Standarhargasatuan regional untuksatuanbiayahonorarium, satuanbiayaperjalanan
dinas dalamnegeri, satuanbiayarapat/pertemuan di dalam dan di
luarkantorsatuanbiayapengadaankendaraan dinas dan
satuanbiayapemeliharaanmengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentangStandarSatuanHargaNasional.

Pasal 10

DalamhalpengaturankhususstandarbiayaPerangkatDaerahtertentubelumtercantum
dalamPeraturanBupatiinimakastandarbiayadapatmengacu pada
pengaturankhususstandarbiayaPerangkatDaerah yang

laindenganmempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 11

PeraturanBupatiiniberlakuuntukpenyusunanRencanaAnggaranPerangkatDaerah
dan PelaksanaanKegiatanAnggaranPendapatan dan

BelanjaDaerahKabupatenBrebesTahunAnggaran 2021.

Pasal 12

PadasaatPeraturanBupatiinimulaiberlaku :



1. PeraturanBupatiBrebesNomor 090 Tahun 2018
tentangStandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBrebesTahun 2020; dan

2. PeraturanBupatiBrebesNomor 043 Tahun 2015
tentangPedomaanPelaksanaanPerjalananDinasDalamNegeriBagiBupati,
WakilBupati, Pimpinan, danAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah,
PegawaiNegeriSipildanPegawaiTidakTetap di
LingkunganPemerintahKabupatenbrebesbesertaPerubahannya,

dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 13

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiaporangmengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBerit

aDaerahKabupatenBrebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



